Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 73 TAHUN 2008
TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Cirebon, maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan,
perlu diatur lebih lanjut oleh Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan periu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493 jo. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1880 tentang Peraturan

Disiplin  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republiik Indonesia Nomor 3176);

. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomar 4017 };

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintaham Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4826},

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor & Tahun 2005
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon
{Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2.Seri
BD.1);

. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
{Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri
02y

. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
{Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 Seri
D.3); ‘

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Cirebon {(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 5 Seri D.4);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor € Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Cirebon {Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Momor 6 Seri D.5);

. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008

tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 7 Seri D.6).
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DAN TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

alam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-iuasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 19845;

Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Rincian Tugss,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Bupati adalah Bupati Cirebon;
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupatli dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan
perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, iembaga teknis daerah, kecamatan dan
kelurahan.

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

Kecamatan adaiah Kecamatan di Kabupaten Cirebon;

Camat adalah Kecamatan di Kabupaten Cirebon;

Sekretariat Kecamatan adalah Sekretariat Kecamatan di Kabupaten Cirebon;

Sekretaris atau dengan nama lain Sekretaris Camat selanjuinya disebut
Sekretaris adalah Sekretaris Kecamatan di lingkup Pemerintahan Kabupaten
Cirebon;

Seksi adalah Seksi pada Kecamatan di Kabupaien Cirebon.
Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kecamatan di Kabupaten Cirebon

Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Kecamatan di Kabupaten
Cirebon.

. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan di

Kabupaten Cirebon

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas yang ada di Kecamatan yang merupakan unit organisasi Dinas
secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis
yang ada di Kecamatan yang merupakan unit organisasi Lembaga Teknis
Daerah secara gperasional dikoordinasikan cleh Camat.
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BaB i
KECAMATAN
Pasal 2

(1) Kecamatan dipimpin cleh seorang Camat merupakan perangkat daerah sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai iugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja
kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan
mempunyai fungsi:

2)

(3)

{4)

2.

o
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pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan cleh Bupati unfuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah;

. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,

. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
. pengoordinasian pemeliharaan prasaranza dan fasilitas pelayanan umum;

pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;

. pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa danfatau

kelurahan; dan

petaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan dan/atau kelurahan

Dalam melaksanzkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
avat (Z) dan ayat (3), Camat mempunyai uraian tugas:

a.

membantu Bupati, dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah
kecamatan;

mengelola rencana dan program keria kecamatan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;

memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di
wilayah kecamatan;

menyusun dan melaporkan serta memperianggung jawabkan tugas
kedinasan secara operasional dan administrasi kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;

membina dan memotivasi bawahan serta memelihara secara terus menerus
kemampuzn berprestasi pegawai di kecamatan, dalam rangka peningkatan
produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;

mendistribusikan dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sekretaris
Kecamalan dan para Kepala Seksi, dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas, sesuai bidang tugasnya;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban
umum;

mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan ;

mengoordinasikan memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
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mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;

mengelola pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

mengelola pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya danfatau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau
kelurahan;

mengelola pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi
aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan,
fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan keweangan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

melaksanakan pembinaan administrasi meliputi urusan ketatausahaan dan
program kecamatan:;

menyelenggarakan Koordinasi pelaksanaan tugas operasional perangkat
otonom di kecamatan yang menangani bidang-bidang pekerjaan umum,
pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan keluarga berencana, pertanian,
peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;

menyeienggarakan pembinaan dalam bidang pertanahan, indusiri dan
perdagangan, lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja di wilayah
kerjanya;

menvelenggarakan pemerintahan bidang tertentu fainnya, yaitu informasi dan
komunikasi, kesejahteraan sosial, penanaman modal, pertambangan,
pemtukiman, perimbangan keuangan dan penataan ruang;

melaksanakan koordinasi, konsuiliasi dan komunikasi dalam
penyeienggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
wilayah kecamatan, dengan satuan kerja terkait;

mengoordinasikan UPT, di wilayah kerjanya,

memberikan rekomendasi dalam rangka melaksanakan evaluasi dan
penilaian pelaksanaan tugas berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan {DP3J) para Kepala UPT di wilayah kerjanya;

melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan

kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, baik yang dilakukan oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, yang berkaitan
dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kehidupan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran kecamatan;
melaporkan secara rutin, baik tertulis maupun lisan kepada Bupati, sstiap
kegiatan yang dilakukan atau kejadian di wilayah kerjanya;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelsksanaan tugasikegiatan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
wilayah kerja kecamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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BAB I
SEKRETARIAT KECAMATAN
Bagian Pertama
Sekretariat Kecamaian
Pasal 3
Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah unsur staf yang
langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengelola urusan kesekrstariatan
yang meliputi administrasi  umum, kepegawaian, keuangan, dan program
kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
Kecamatan mempunyai fungst:

a. penyusunan perencanaan kesekretariatan;

b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi sural-menyurat, kearsipan,
kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan
masyarakat dan keprotokolan kecamatan;

¢. pengelociaan urusan administrasi keuangan kecamatan;
d. pengeloizan penyusunan program kecamatan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas:

a. membantu Camat, dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan,
b. mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan;

c. mengeiola penyusunan rencana dan program keria Sekrefariat, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;

e, membina dan memolivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;

f. memantau, mengendalikan. mengevaluasi, dan meniai pelaksanaan tugas
bawahan:

g. mewakili camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi
eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas kecamatan;

h., mengeloia penyusunan rencana dan program Keria Kecamatan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;

I, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan,
naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;

. mengoreksi dan memaraf surat-surat atau naskah dinas di lingkup
kecamatan,

k. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekrstariatan kepada unit
organisasi dilingkup kecamatan;

l.  menyusun dan menelaah yang berhubungan dengan keputusan Camat,

m. memaniau kegiatan bawahan lingkup Sekretariat;
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n. melaksnakan pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga vyang
menjadi kebutuhan kecamatan;
0. melaksanakan penatausahaan keuangan kecamatan;
p. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Kecamatan;

g. melaksanakan urusan umum yang meliputi ketatausahaan, periengkapan,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan administrasi [ainnya;

r. menyusun dan mengolah data kepegawaian kecamatan;
s. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;

t. mengadministrasikan semua urusan surat keterangan, rekcmendasi, dan
perizinan yang ada di wilayah kecamatan;

u., melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu
bendahara;

v. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada
bendahara,

w. memantau, mengoordinasikan, dan meiaporkan setiap kegiatan kedinasan
kepada Camat;

X. mengelola perencanaan dan program kecamatan;

y. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan
anggaran lingkup kecamatan,;

aa. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan kegiatan kecamatan termasuk urusan administrasi umum,

kepegawaian, keuangzan, periengkapan, hubungan masyarakat,
perencanaan dan program kecamatan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

bb. melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

cc. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
kesekretariatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum
Pasai 4

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang
langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi

meliputi  urusan umum, Kepegawaian, keuangan, periengkapan, hubungan
masyarakat dan keprotokolan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Umum mempunyai fungst:

a. penyusunan perencanaan program Subbagian Umum;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan
kecamatan;
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pelaksanaan tugas Subbagian Umum; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian fugas..

A

@

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang umum,
kepegawaian, keuangan dan periengkapan;

menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan
ditandatagani oleh pimpinan;

melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokeian;

melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas
sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai
dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang beriaku;

meiaksanakan  pencatatan asetfinventaris, pengadaan  Kkebutuhan
administrasi dan pemeliharaan bangunan, penataan ruangan/halaman seria
pekarangan kecamatan;

mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan;
mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian;

. menyusun, menyimpan, dan memelihara data-data kepegawaian di fingkup

kecamatan;

membuat konsep rekomendasi pemberian izin belajar, tugas belajar dan
uiian dinas serta mengusuikan pemberian tanda penghargaan dan jasa
sesuai dengan ketentuan yang berlakuy;

melaksanakan kegiatan pengusulan yang berkaitan dengan peningkatan
kesejahteraan pegawal dan pengenaan sanksi hukum disiplin pegawai di
lingkup kecamatan;

melaksanakan koordinasi dan Kkonsultasi tentang urusan kepegawaian
dengan satuan kerja terkait;

melaksanakan layanan di bidang keuangan di lingkup kecamatan;
melaksanakan urusan penatausahaan keuangan;

menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara dan pembantu
bendahara kepada atasan;

membina mengawasi bendahara dan para bendahara pembantu;
meiaksanakan pengadministrasian dan pembayaran gaji;

mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran,
pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
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w. mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi (TPTGR);

X. membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperiuan proses
administrasi TPTGR;

y. melaksanakan pembinaan/bimbingan/pengarahan kegiatan pekerjaan
bendahara dan bendahara pembantu;

aa. merencanakan kebutuhan barang inventaris;

bb. menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan kecamatan;
cc. melaksanakan pengelolaan barang inventaris kecamatan;

dd. mencatat dan melaporkan barang inventaris;

ee. melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan periengkapan kepada
Sekretaris Kecamatan;

ff. melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai kebijakan pimpinan;

gg. melaksanakan pengeiolaan kebersihan dan keamanan kantor dan
lingkungannya;

hh. melaksanakan usulan administrasi penghapusan/DUM barang inventaris
sesuai dengan aturan yang berlaku;

if. meiaksanakan pengamanan dan penyimpanan perlengkapan vang rusak;

Jj. memberi saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan
yang berkaitan dengan urusan umum dalam rangka pengambiian
keputusan/kebijakan;

kk. melaporkan  kepada  Sekretaris, setiap selesai  melaksanakan
{ugas/penugasan;

. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
Subbagian Umum;

mm. bersama  dengan  Kepala  Subbagian  Program = melaksanakan
asistensifpembahasan rencana anggaran Subbagian Umum dengan satuan
kerja terkait / Tim/Panitia Anggaran;

nn. meiaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Umum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

o0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Program
Pasal 5
{1) Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

{2) Subbagian Program mempunyai tugas meiaksanakan kegiatan penyusunan
perencanaan dan program kecamatan.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Subbagian
Program mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan program kecamatan;
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pelaksanaan koordinasi kegialan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan kecamatan;
pelaksanaan pemantauan kegiatan kecamatan: dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Program mempunyai uraian tugas:

a.

W,

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan
dan program;

menyusun rencana dan program Kkerja Subbagian  Program, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mendisiribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyusun program dan anggaran kecamatan;
mengoreksi konsep naskah dinas yang akan ditandatangani oleh camat;

mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepadz unit
organisasi di lingkup kecamatan;

menylapkan bahan penyusunan konsep rencana sirategis kecamatan;
menyusun perencanaan tahunan kecamatan dan perencanaan lainnya;

menyusun usulan rencana anggaran sesuai perencanaan dan program
kecamatan;

menyajikan data pelaksanaan kegiatan kecamatan,
meremajakan data dalam sistem informasi masalah kecamatan;
menyusun konsep faporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Program, sesuai ketentuan yang berlaku;

menvusun iaporan tahunan kegiatan kecamatan;
menyusun konsep pembuatan profil kecamatan

melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
{LAKIP) kecamatan;

melaksanakan revitalisasi bottom up planning kegiatan program kecamalan;,

melaksanakan konsolidasi dalam perencanaan program kecamatan dengan
satuan kerja terkait;

mengumpulkan dan mengolah hasil kegiatan program kecamatan;

menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan program
kecamatan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris,, yang
berkaitan dengan kegiaian perencanaan dan program kecamatan, dalam
rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;

meiaporkan  kepada  Sekretaris, setiap  selesai  melaksanakan
tugasi/penugasan;



(1)
(2)

(3)

T b U

y. mengoordinasikan, mengoreksi, menyusun rencana anggaran kecamatan;

z. melaksanakan asistensifpembahasan rencana anggaran kecamatan
bersama dengan para Kepala Seksi dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia
Anggaran;

aa. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan dinas,
sesuai ketentuan yang berlaku; dan

bb. melaksanakan tugas {ain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SEKSI PEMERINTAHARN
Pasal 6

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adaiah unsur pelaksana
yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan
pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanz dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

D. peiaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan Kkegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan;

c. pelaksanaan evaluasi bidang penyelenggaraan kegiatan pemeriniahan di
tingkat kecamatan, dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesual dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

ayat (2} dan ayat (3}, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

a. membantu Camat, dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan
kecamatan, pembinaan pemerintahan desa dan atau kelurahan;

b. menyiapkan rencana dan program keria Seksi Pemerintahan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

c. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan
produkiifitas dan pengembangan karier bawahan;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

e. memantau, mengendaiikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

f. meiaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan;

g. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan
administrasi pemerintahan dan/atau kelurahan;

h. Melaksanakan fasilitasi pemilihan Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa
{(BPD)
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melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa danfatau
kelurahan;
mengumpulkan dan mengolah data pemerintahan di tingkat kecamatan;
menyajikan data situasifkondisi pemerintahan di tingkat kecamatan;
melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan;

. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan preventif seria

memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
melaksanakan kegiatan administrasi bidang pertanahan;

melaksanakan administrasi dalam penyelenggaraan Pajak Bumi dan
Bangunan {PBB);

melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas urusan pemerintahan;

melaksanakan penelaahan dan kajian terhadap rancangan Peraturan Desa
dan rancangan Peraturan Kuwu;

meiaksanakan pemantauan  pelaksanaan pemerintahan  tingkat
desafkelurahan di wilayah kerja kecamatan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan kegiatan pemeriniahan di kecamatan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa danfatau kelurahan kepada Camat;

melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
keiurahan;

menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Pemerintahan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. sesuai bidang
tugasnya.

BAB YV
SEKSIKETERTIBAN DAN KETENTERAMAN
Pasal 7

(1} Seksi Ketertiban dan Ketenteraman dipimpin cleh seorang Kepala Seksi adalah
unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

Seksi Ketertiban dan Ketenteraman mempunyai tugas melakukan pembinaan
ketertiban dan ketenteraman tingkat kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Ketertiban dan Ketenteraman mempunyai fungsi:

(2)

(3)

4a.

penyusunan perencanaan kegiatan penyelenggaraan Ketertiban dan
ketenteraman umum di wilyah kecamatan;

peleksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang
berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketertiban dan
ketenteraman umum masyarakat di wilayah kecamatan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketertiban dan ketenteraman di
wilayah kecamatan; dan
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pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
ayat (2) dan ayat {3), Kepala Seksi Ketertiban dan Ketenteraman mempunyai
uraian tugas:

da.

w

.

it

»

membantuy Camat, dalam melaksanakan tugas pembinaan ketertiban dan
ketenteraman tingkai kecamatan;

menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Ketertiban dan Ketenteraman,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan
produktifitas dan pengembangan karier bawahan;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawzhan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
indonesia;

mengumpulkan dan mengolah data bidang ketertiban, ketenteraman dan
periindungan masyarakat;

menampilkan data situasi/kondisi keamanan, keteriiban dan ketenteraman di
kecamatan, sesuai ketentuan yang berlakuy;

melaksanakan pembinaan dan perlindungan masyarakat;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait
dalam rangka operasional penegakkan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah;

melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan keramaian di
wilayah kecamatan,

melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaztan bidang pertambangan
dan energt;

meiaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kepariwisataan;

melaksanakan perencanaan dan pengendalian usaha-usaha preventif dan
represif seria memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga
masyarakat, suku, agama, dan ras;

merumuskan perencanazn bahan kebijakan penanggulangan bencana alam,
kerusuhan sosial dan konflik etnis;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pembinaan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

melaksanakan pembinaan, pengawasan administrasi rekomendasi masaiah
perizinan, sesuai ketentuan yang beriaku;

melaksanakan pemantauan terhadap situasi ketertiban dan ketenteraman di
kecamaian,

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi horizontal dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas dalam menjaga situasi ketertiban dan
ketenteraman di kecamatan;

melaksanakan konsultasi vertikal dalam upaya perlindungan masyarakat di
kecamatan;
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u. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan kegiatan pembinaan ketertiban dan ketenteraman tingkat
kecamatan. dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

v. melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

w. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan Seksi
i(etertiban dan Ketenteraman, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

x. melaksanakan tugas iain yang diberikan oieh Camat, sesuai tugas dan
fungsinya.

BAB VI
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Pasal 8

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin cleh seorang Kepala Seksi adaiah
unsur pelaksana yang langsung berada di bawsh dan bertanggung jawab
kepada Camat.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan kegiatan
bidang ekonomi dan pembangunan tingkat kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanzan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;

b. pelaksanaan urusan pemeriniahan dan pelayanan umum di bidang ekonomi
dan pembangunan di tingkat kecamatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan pembangunan di
tingkat kecamatan; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat {2) dan avyat (3), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai
uraian tugas:

a. membantu Camat, dalam melaksanakan tugas di bidang ekonomi dan
pembangunan tingkat kecamatan;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

¢. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan
produktifitas dan pengembangan karier bawahan;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan,

=h

mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam
pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
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h. mengumpulkan dan mengolah data bidang ekonomi dan pembangunan di
kecamatan;

. menampilkan  data situasi’kondisi ekonomi  dan pembangunan di
kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaky;

i. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;

k. melaksanakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan
(MUSRENBANG) tahunan di kecamatan;

I.  melaksanakan konsultasi vertikal dengan satuan kerja yang ada di tingkat
kabupaten dan koordinasi horisontal terutama dengan Kepala UPT dan
satuan kerja lainnya, dalam rangka usulan dan pelaksanaaan kegiatan
ekonomi dan pembangunan di kecamatan;

m. melaksanakan Kkegiatan latihan keterampilan bagi masyarakat tingkat
kecamatan dan desa/kelurahan;

n. meiaksanakan pendataan sumber daya dan potensi pembangunan tingkat
desa;

0. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan
desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/ organisasi masyarakat pelaku
pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola
usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;

p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pekerjaan umum;

g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pembangunan budaya
dan pariwisata;

r. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan kegiatan pembinaan ekonomi dan perencanaan pembangunan
tingkat kecamatan, dalam rangka pengambilan keputusan/fkebijakan;

s. melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

t. melaksanakan pemantauan kegiatan ekonomi dan pelaksanaan
pembangunan di tingkat kecamatan;

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Ekonomi dan Pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

v. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Camat, sesuai tugas dan
fungsinya.

BAB Vil
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pasal 8

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh secrang Kepala Seksi adalah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan Kegiatan
kesejahteraan rakyat tingkat Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2} Seksi

Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungst:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Kkesejahteraan rakyat di tingkat
kecamatan,

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;
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pembinazan dan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat di tingkat
kecamatan; dan

peiaksanaan tugas lain, yang diberikan cleh Camat, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

{4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayal {2) dan ayat (3), Kepaia Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian
tugas:

3.

membanty Camat, dalam melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan
rakyat tingkat kecamatan;

menyiapkan rencana dan program kerja kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan
produktifitas dan pengembangan karier bawahan;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Kkepada
bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mengendalikan dan mengoreksi pelaksanaan tugas pelaksana/bawsahan;
mengumpulkan dan mengolah data kesejahteraan rakyat termasuk  data
kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama,
kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahieraan sosial lainnya di kecamatan;
meiaksanakan pengolahan data kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan;
menampilkan data peta situasifkondisi kesejahteraan sosial di kecamatan,
sesuai ketentuan yang beriaku;

melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kKeseiahteraan keluarga
di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;

melaksanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotong royongan
dan keswadayaan masyarakat;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas
pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan,
pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana,
pendidikan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan,;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang
pariwisata, kebudayaan, dan agama;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan di bidang keienaga
kerjaan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan, dalam
rangka pengambiian keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
melaksanakan pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di
tingkat kecamatan;

menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Kesejahieraan Rakyat, sesuai ketentuan yang berfaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai tugas dan
fungsinya.
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BAB Vil
SEKSI PENDAPATAN DAN PELAYANAN UMUM
Pasal 10

Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh secrang Kepala Seksi
adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum mempunvai tugas melaksanakan
kegiatan pendapatan dan pelayanan umum tingkat Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pendapatan dan Pelayanan umum mempunyai fungsi:

a. pehyusunan perencanaan Kkegiatan pendapatan dan peslayanan umum
kepada masyarakat di kecamatan;

b. pelaksanaan urusan pendapatan dan peiayanan umum di tingkat kecamatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan dan pelayanan
umum di tingkat kecamatan; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan ifugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat {2} dan ayat (3), Kepala Seksi Pendapatan dan Pelayanan umum

mempunyai uraian tugas:

a. membaniu Camat dalam melaksanakan tugas pendapatan dan pelayanan
umum tingkat kecamatan;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pendapatan dan Pelayanan
Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,;

c. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan
produktifitas dan pengembangan karier bawahan;

d. mendisiribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

f. melaksanakan  penghimpunan dan mengolah data pendapatan dan
pelayanan umum di kecamatan;

g. menampilkan data situasi pendapatan dan pelayanan umum di kecamatan,
sesuai ketentuan yang beriaku;

h. melaksanakan penyusunan program dan pembinaan pelayanan
kependudukan dan catatan sipil;

i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan umum;

j. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan kegizatan bidang pelayanan umum tingkat kecamatan, daiam rangka
pengambilan keputusan/ kebijakan;

k. melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

. melaksanakan evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Pelayanan Umum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat,
sesuai bidang tugasnya.
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BAB iX
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 11
Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan kecamatan merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan fungsi kecamatan sebagai pelaksana tugas pemerintahan daerah,
kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretarizt. Subbagian, Seksi
serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup kecamatan bertanggung jawab
secara berienjang kepada atasan flangsung masing-masing dan wajib
melaksanakan prinsip kKoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Camat dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 12

Camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 13

Dalam hal Camat berhalangan, Camat dapat menunjuk Sekretaris Kecamatan.

Dalam hal Sekretaris Kecamatan berhalangan, Camat dapat menunjuk Kepala
Seksi, sesuai bidang tugas dan fungsinya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB X -
KEPEGAWAIAN
Pasal 14
Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah

setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Camat bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di
lingkup kecamatan.



| WY

Y0

BAB Xi
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

Penetapan dan rincian tugas pelaksana, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XlI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka;

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2004 tentang Rincian Tugas Pokok

dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Cirebon; dan

2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Jabatan
Struktural Kecamatan di Kabupaten Cirebon,

dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Desember 2008

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 73 SERID,31/



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 73 TAHUN 2008 SERI D.31

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 73 TAHUN 2008
TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Cirebon, maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan,
perlu diatur lebih lanjut oleh Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan periu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493 jo. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

o

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3176);

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintaham Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor S5 Tahun 2005
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2.Seri
D.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri
D.2),

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 Seri
D.3);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 5 Seri D.4);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 6 Seri D.5);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 7 Seri D.6).



.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI

DAN TATA KERJA KECAMATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.
11
12.
13.

14.
15.
16.

17,

18.

19.

Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Bupati adalah Bupati Cirebon;
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan
perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan
kelurahan.

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Cirebon;

Camat adalah Kecamatan di Kabupaten Cirebon;

Sekretariat Kecamatan adalah Sekretariat Kecamatan di Kabupaten Cirebon;

Sekretaris atau dengan nama lain Sekretaris Camat selanjutnya disebut
Sekretaris adalah Sekretaris Kecamatan di lingkup Pemerintahan Kabupaten
Cirebon;

Seksi adalah Seksi pada Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kecamatan di Kabupaten Cirebon

Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Kecamatan di Kabupaten
Cirebon.

Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan di
Kabupaten Cirebon

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas yang ada di Kecamatan yang merupakan unit organisasi Dinas
secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis
yang ada di Kecamatan yang merupakan unit organisasi Lembaga Teknis
Daerah secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
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BAB 1
KECAMATAN
Pasal 2

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat merupakan perangkat daerah sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kehidupan Kkemasyarakatan dalam wilayah Kkerja
kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah;

. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;

. pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan; dan
h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan dan/atau kelurahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Camat mempunyai uraian tugas:

a. membantu Bupati, dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan di wilayah
kecamatan,

b. mengelola rencana dan program kerja kecamatan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;

c. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di
wilayah kecamatan,;

d. menyusun dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan tugas
kedinasan secara operasional dan administrasi kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;

e. membina dan memotivasi bawahan serta memelihara secara terus menerus
kemampuan berprestasi pegawai di kecamatan, dalam rangka peningkatan
produktifitas pegawai dan pengembangan karier pegawai;

f. mendistribusikan dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sekretaris
Kecamatan dan para Kepala Seksi, dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas, sesuai bidang tugasnya;

g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

h. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

i. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;

j.  mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan ;

k. mengoordinasikan memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum,;

@ »® a0
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mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;

mengelola pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

mengelola pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau
kelurahan;

mengelola pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi
aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan,
fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan keweangan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

melaksanakan pembinaan administrasi meliputi urusan ketatausahaan dan
program kecamatan,;

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas operasional perangkat
otonom di kecamatan yang menangani bidang-bidang pekerjaan umum,
pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan keluarga berencana, pertanian,
peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;

menyelenggarakan pembinaan dalam bidang pertanahan, industri dan
perdagangan, lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja di wilayah
kerjanya;

menyelenggarakan pemerintahan bidang tertentu lainnya, yaitu informasi dan
komunikasi, kesejahteraan sosial, penanaman modal, pertambangan,
pemukiman, perimbangan keuangan dan penataan ruang;

melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
wilayah kecamatan, dengan satuan kerja terkait;

mengoordinasikan UPT, di wilayah kerjanya;

memberikan rekomendasi dalam rangka melaksanakan evaluasi dan
penilaian pelaksanaan tugas berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) para Kepala UPT di wilayah kerjanya;

melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan
kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, baik yang dilakukan oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, yang berkaitan
dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kehidupan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

mengelola penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran kecamatan;

melaporkan secara rutin, baik tertulis maupun lisan kepada Bupati, setiap
kegiatan yang dilakukan atau kejadian di wilayah kerjanya;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
wilayah kerja kecamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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BAB lii
SEKRETARIAT KECAMATAN
Bagian Pertama
Sekretariat Kecamatan
Pasal 3

(1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris adalah unsur staf yang
langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(@)

©)

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan
yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan program

kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

Kecamatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kesekretariatan,

b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan,
kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan
masyarakat dan keprotokolan kecamatan;

c. pengelolaan urusan administrasi keuangan kecamatan;

d. pengelolaan penyusunan program kecamatan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas:

a.
b.
C

membantu Camat, dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya,;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mewakili camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi
eksternal yang berkaitan dengan tugas-tugas kecamatan;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;

mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan,
naskah dinas baik yang masuk maupun keluar,

mengoreksi dan memaraf surat-surat atau naskah dinas di lingkup
kecamatan;,

mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit
organisasi di lingkup kecamatan;

menyusun dan menelaah yang berhubungan dengan keputusan Camat;
memantau kegiatan bawahan lingkup Sekretariat;
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n. melaksnakan pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang
menjadi kebutuhan kecamatan;

0. melaksanakan penatausahaan keuangan kecamatan;

p. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Kecamatan;

melaksanakan urusan umum yang meliputi ketatausahaan, perlengkapan,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan administrasi lainnya;

r. menyusun dan mengolah data kepegawaian kecamatan,
s. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;

mengadministrasikan semua urusan surat keterangan, rekomendasi, dan
perizinan yang ada di wilayah kecamatan;

u. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu
bendahara;

v. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada
bendaharg;

w. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan kedinasan
kepada Camat;

X. mengelola perencanaan dan program kecamatan;

y. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan
anggaran lingkup kecamatan;

z. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan kegiatan kecamatan termasuk urusan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat,
perencanaan dan program kecamatan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

aa. melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;,

bb. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
kesekretariatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum
Pasal 4

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur staf yang
langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi
meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan
masyarakat dan keprotokolan kecamatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Umum mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan program Subbagian Umum;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan
kecamatan,

c. pelaksanaan tugas Subbagian Umum; dan
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pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas..

a.

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang umum,
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

menyusun rencana dan program kerja Subbagian Umum sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan
ditandatagani oleh pimpinan;

melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai
dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang berlaku;

melaksanakan pencatatan aset/inventaris, pengadaan kebutuhan
administrasi dan pemeliharaan bangunan, penataan ruangan/halaman serta
pekarangan kecamatan;

mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan;
mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian,

menyusun, menyimpan, dan memelihara data-data kepegawaian di lingkup
kecamatan;

membuat konsep rekomendasi pemberian izin belajar, tugas belajar dan
ujian dinas serta mengusulkan pemberian tanda penghargaan dan jasa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan kegiatan pengusulan yang berkaitan dengan peningkatan
kesejahteraan pegawai dan pengenaan sanksi hukum disiplin pegawai di
lingkup kecamatan;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi tentang urusan kepegawaian
dengan satuan kerja terkait;

melaksanakan layanan di bidang keuangan di lingkup kecamatan;
melaksanakan urusan penatausahaan keuangan,

menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara dan pembantu
bendahara kepada atasan;

membina mengawasi bendahara dan para bendahara pembantu;
melaksanakan pengadministrasian dan pembayaran gaji,

mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran,
pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi (TPTGR);



aa.
bb.

dd.

ee.

ag.

hh.

kk.

mm.

nn.

-
membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan proses
administrasi TPTGR;

melaksanakan pembinaan/bimbingan/pengarahan kegiatan pekerjaan
bendahara dan bendahara pembantu;

merencanakan kebutuhan barang inventaris;

menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan kecamatan;
melaksanakan pengelolaan barang inventaris kecamatan;

mencatat dan melaporkan barang inventaris;

melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan kepada
Sekretaris Kecamatan;

melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai kebijakan pimpinan;

melaksanakan pengelolaan kebersihan dan keamanan kantor dan
lingkungannya;

melaksanakan usulan administrasi penghapusan/DUM barang inventaris
sesuai dengan aturan yang berlaku;

melaksanakan pengamanan dan penyimpanan perlengkapan yang rusak;

memberi saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan
yang berkaitan dengan urusan umum dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

melaporkan  kepada  Sekretaris, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
Subbagian Umum;

bersama dengan Kepala Subbagian Program  melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran Subbagian Umum dengan satuan
kerja terkait / Tim/Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Umum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Program
Pasal 5

(1) Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian adalah unsur staf
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan
perencanaan dan program kecamatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian
Program mempunyai fungsi:

a.
b.

penyusunan perencanaan program kecamatan;

pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan kecamatan;

pelaksanaan pemantauan kegiatan kecamatan; dan
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d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Program mempunyai uraian tugas:

a.

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan
dan program;

menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyusun program dan anggaran kecamatan;
mengoreksi konsep naskah dinas yang akan ditandatangani oleh camat;

mengoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit
organisasi di lingkup kecamatan;

menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana strategis kecamatan,;
menyusun perencanaan tahunan kecamatan dan perencanaan lainnya;

menyusun usulan rencana anggaran sesuai perencanaan dan program
kecamatan;

menyajikan data pelaksanaan kegiatan kecamatan;
meremajakan data dalam sistem informasi masalah kecamatan;
menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintanh;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Subbagian Program, sesuai ketentuan yang berlaku;

menyusun laporan tahunan kegiatan kecamatan;
menyusun konsep pembuatan profil kecamatan

melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(LAKIP) kecamatan;

melaksanakan revitalisasi bottom up planning kegiatan program kecamatan;

melaksanakan konsolidasi dalam perencanaan program kecamatan dengan
satuan kerja terkait;

mengumpulkan dan mengolah hasil kegiatan program kecamatan;

menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan program
kecamatan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris,, yang
berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program kecamatan, dalam
rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;

melaporkan  kepada  Sekretaris, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

mengoordinasikan, mengoreksi, menyusun rencana anggaran kecamatan;
melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran kecamatan

bersama dengan para Kepala Seksi dengan satuan kerja terkait/Tim/Panitia
Anggaran;
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aa. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan dinas,

sesuai ketentuan yang berlaku; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SEKSI PEMERINTAHAN
Pasal 6

(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana
yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan
pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.

@)

(4)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pemerintahan mempunyai fungsi:

a.

penyusunan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan,;

pelaksanaan evaluasi bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

a.

b.

membantu Camat, dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan
kecamatan, pembinaan pemerintahan desa dan atau kelurahan;

menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan
produktifitas dan pengembangan karier bawahan;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan;

memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan
administrasi pemerintahan dan/atau kelurahan;

Melaksanakan fasilitasi pemilihan Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau
kelurahan;

mengumpulkan dan mengolah data pemerintahan di tingkat kecamatan,;
menyajikan data situasi/kondisi pemerintahan di tingkat kecamatan,
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melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan;

m. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan preventif serta
memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

n. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
melaksanakan kegiatan administrasi bidang pertanahan;

p. melaksanakan administrasi dalam penyelenggaraan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB);

g. melaksanakan koordinasi horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas urusan pemerintahan;

r. melaksanakan penelaahan dan kajian terhadap rancangan Peraturan Desa
dan rancangan Peraturan Kuwu,

s. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemerintahan tingkat
desa/kelurahan di wilayah kerja kecamatan;

t. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan kegiatan pemerintahan di kecamatan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

u. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada Camat;

v. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan;

w. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Pemerintahan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai bidang
tugasnya.

BAB V
SEKSI| KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN
Pasal 7

Seksi Ketertiban dan Ketenteraman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah
unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

Seksi Ketertiban dan Ketenteraman mempunyai tugas melakukan pembinaan
ketertiban dan ketenteraman tingkat kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Ketertiban dan Ketenteraman mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan penyelenggaraan ketertiban dan
ketenteraman umum di wilyah kecamatan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang
berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketertiban dan
ketenteraman umum masyarakat di wilayah kecamatan,

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketertiban dan ketenteraman di
wilayah kecamatan; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Ketertiban dan Ketenteraman mempunyai
uraian tugas:
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membantu Camat, dalam melaksanakan tugas pembinaan ketertiban dan
ketenteraman tingkat kecamatan;

menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Ketertiban dan Ketenteraman,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan
produktifitas dan pengembangan karier bawahan;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

mengumpulkan dan mengolah data bidang ketertiban, ketenteraman dan
perlindungan masyarakat;

menampilkan data situasi/kondisi keamanan, ketertiban dan ketenteraman di
kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;

melaksanakan pembinaan dan perlindungan masyarakat;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait
dalam rangka operasional penegakkan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah;

melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan keramaian di
wilayah kecamatan;

melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan bidang pertambangan
dan energi;

. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kepariwisataan,

melaksanakan perencanaan dan pengendalian usaha-usaha preventif dan
represif serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga
masyarakat, suku, agama, dan ras;

merumuskan perencanaan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam,
kerusuhan sosial dan konflik etnis;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan dan pembinaan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

melaksanakan pembinaan, pengawasan administrasi rekomendasi masalah
perizinan, sesuai ketentuan yang berlaku;

melaksanakan pemantauan terhadap situasi ketertiban dan ketenteraman di
kecamatan,;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi horizontal dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas dalam menjaga situasi ketertiban dan
ketenteraman di kecamatan;

melaksanakan konsultasi vertikal dalam upaya perlindungan masyarakat di
kecamatan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan kegiatan pembinaan ketertiban dan ketenteraman tingkat
kecamatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
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menyi‘_apkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Ketertiban dan Ketenteraman, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai tugas dan
fungsinya.

BAB Vi
SEKSI!I EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Pasal 8

(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah
unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

(2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan kegiatan
bidang ekonomi dan pembangunan tingkat kecamatan.

@)

(4)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a.

penyusunan perencanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ekonomi
dan pembangunan di tingkat kecamatan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan pembangunan di
tingkat kecamatan; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai
uraian tugas:

a.

membantu Camat, dalam melaksanakan tugas di bidang ekonomi dan
pembangunan tingkat kecamatan;

menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan
produktifitas dan pengembangan karier bawahan;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam
pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

mengumpulkan dan mengolah data bidang ekonomi dan pembangunan di
kecamatan;

menampilkan  data situasi’/kondisi ekonomi  dan pembangunan di
kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;

melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa,
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k. melaksanakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan
(MUSRENBANG) tahunan di kecamatan;

I.  melaksanakan konsultasi vertikal dengan satuan kerja yang ada di tingkat
kabupaten dan koordinasi horisontal terutama dengan Kepala UPT dan
satuan kerja lainnya, dalam rangka usulan dan pelaksanaaan kegiatan
ekonomi dan pembangunan di kecamatan;

m. melaksanakan kegiatan latihan keterampilan bagi masyarakat tingkat
kecamatan dan desa/kelurahan;

n. melaksanakan pendataan sumber daya dan potensi pembangunan tingkat
desa;

0. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan
desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/ organisasi masyarakat pelaku
pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola
usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pekerjaan umum;

g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pembangunan budaya
dan pariwisata;

r. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan kegiatan pembinaan ekonomi dan perencanaan pembangunan
tingkat kecamatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

s. melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

t. melaksanakan pemantauan kegiatan ekonomi dan pelaksanaan
pembangunan di tingkat kecamatan;

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Ekonomi dan Pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai tugas dan
fungsinya.

BAB VII
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pasal 9

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur
pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan kegiatan
kesejahteraan rakyat tingkat Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan kesejahteraan rakyat di tingkat
kecamatan;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan;

Cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat di tingkat
kecamatan; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
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(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian
tugas:

a.

b.

membantu Camat, dalam melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan
rakyat tingkat kecamatan;

menyiapkan rencana dan program kerja kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan
produktifitas dan pengembangan karier bawahan;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

mengendalikan dan mengoreksi pelaksanaan tugas pelaksana/bawahan;

mengumpulkan dan mengolah data kesejahteraan rakyat termasuk data
kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama,
kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan;

melaksanakan pengolahan data kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan;

menampilkan data peta situasi’/kondisi kesejahteraan sosial di kecamatan,
sesuai ketentuan yang berlaku;

melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga
di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;

melaksanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotong royongan
dan keswadayaan masyarakat;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas
pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan,
pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana,
pendidikan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang
pariwisata, kebudayaan, dan agama;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan di bidang ketenaga
kerjaan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan, dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di
tingkat kecamatan;

menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Kesejahteraan Rakyat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, sesuai tugas dan
fungsinya.
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BAB VIl
SEKSI| PENDAPATAN DAN PELAYANAN UMUM
Pasal 10

(1) Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

(2)

3)

(4)

Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pendapatan dan pelayanan umum tingkat Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Pendapatan dan Pelayanan umum mempunyai fungsi:

a.

penyusunan perencanaan kegiatan pendapatan dan pelayanan umum
kepada masyarakat di kecamatan;

pelaksanaan urusan pendapatan dan pelayanan umum di tingkat kecamatan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan dan pelayanan
umum di tingkat kecamatan; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pendapatan dan Pelayanan umum
mempunyai uraian tugas:

a.

b.

membantu Camat dalam melaksanakan tugas pendapatan dan pelayanan
umum tingkat kecamatan;

menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pendapatan dan Pelayanan
Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan
produktifitas dan pengembangan karier bawahan;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

melaksanakan penghimpunan dan mengolah data pendapatan dan
pelayanan umum di kecamatan;

menampilkan data situasi pendapatan dan pelayanan umum di kecamatan,
sesuai ketentuan yang berlaku,

melaksanakan penyusunan program dan pembinaan pelayanan
kependudukan dan catatan sipil;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan umum;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan
dengan kegiatan bidang pelayanan umum tingkat kecamatan, dalam rangka
pengambilan keputusan/ kebijakan;

melaporkan kepada Camat, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi
Pelayanan Umum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat,
sesuai bidang tugasnya.



M

(2)

)

(4)

(1)
)

(1)
2)

(1)

(2)

-18 -

BAB IX
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 11
Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan kecamatan merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan fungsi kecamatan sebagai pelaksana tugas pemerintahan daerah,
kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Seksi
serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup kecamatan bertanggung jawab
secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib
melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Camat dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 12

Camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 13

Dalam hal Camat berhalangan, Camat dapat menunjuk Sekretaris Kecamatan.

Dalam hal Sekretaris Kecamatan berhalangan, Camat dapat menunjuk Kepala
Seksi, sesuai bidang tugas dan fungsinya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 14
Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah

setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Camat bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di
lingkup kecamatan.
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BAB Xl
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

Penetapan dan rincian tugas pelaksana, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB Xii
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka;

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2004 tentang Rincian Tugas Pokok
dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Cirebon; dan

2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Jabatan
Struktural Kecamatan di Kabupaten Cirebon,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI CIREBON,
ttd
DEDI SUPARDI
Diundangkan di Sumber

pada tanggal 19 Desemb 08
Q-SEKRETARIS DAE KABUPATEN CIREBON, M

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 73 SERI D.31
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